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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai
gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Mengurus Rumahy Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota
Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal
01 Oktober 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada
tanggal 01 Oktober 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2001 telah dilangsungkan perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan
sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercatat dalam
Akta Nikah No.xxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 06 Juli 2001;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
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rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah
Swit;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
nenek Tergugat yang beralamat di Jalan Tanjung Batu, No.31, RT 04, RW
02, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang
masing-masing bernama:
. ANAK PERTAMA, Laki-Laki, Lahir pada Tanggal 28 Januari 2004;
o ANAK KEDUA, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 16 Juli 2007;
. ANAK KETIGA, Laki-Laki, Lahir pada Tanggal 12 Desember 2012;
o ANAK KEEMPAT, Perempuan, Lahir pada Tanggal 01 April 2014;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga
dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2005 ketentraman
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara
Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini, yang
penyebabnya antara lain;
. Tergugat melakukan Perselingkuhan di belakang Penggugat;
. Tergugat sering berhutang dan tidak bertanggung jawab untuk
melunasi hutang tersebut sehingga Penggugat yang tidak tahu menahu
mengenai hutang itu sering terpaksa melunasinya karena tidak tahan
terus terusan di tagih oleh si pemilik piutang;
o Tergugat melakukan penipuan terhadap adik Penggugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan Juli tahun 2020, Tergugat meninggalkan rumah pada bulan
Agustus sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak pernah lagi menjalin hubungan suami isteri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat
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dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan
perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

9. Bahwa oleh karena 4 (empat) anak hasil perkawinan Penggugat dan
Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon
ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak
hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga
permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu
Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;

10. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama
Pekanbaru untuk berperkara secara prodeo karena penggugat termasuk
golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya
yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya
kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu
Nomor:232/MR-SKTM/IX/2020 yang diterbitkan oleh Kelurahan Maharatu di
Registrasi oleh Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru pada tanggal
30 September 2020;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari
persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat dan untuk
selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat berperkara secara Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap
Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak yang bernama:
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a. ANAK PERTAMA, Laki-Laki, Lahir pada Tanggal 28 Januari 2004;
b. ANAK KEDUA, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 16 Juli 2007;
c. ANAK KETIGA, Laki-Laki, Lahir pada Tanggal 12 Desember 2012;
d. ANAK KEEMPAT, Perempuan, Lahir pada Tanggal 01 April 2014;
berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara
memberi nasihat agar Penggugat dapat rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi
usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih
dahulu memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-
cuma (prodeo), terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah
mengeluarkan Putusan Sela Nomor 1670/Pdt.G/2018/PA,Pbr tanggal 08
November 2018;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah
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Nomor XXXXXXXXXxxxXxxx tanggal 06 Juli 2001 atas nama Penggugat dan
Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Solok, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi
meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti
P.1,

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan
dua orang saksi yang bernama Saksi | dan Saksi Il, masing-masing
memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata
cara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama Saksi |I.
Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juni 2001;,
saksi hadir;
Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Solok;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 4 orang
anak;
Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
Solok;
Bahwa Terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal Pahlawan Kerja
Pekanbaru;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah
lebih 2 bulan lamanya;
Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama
Bahwa Tergugat tinggal di rumah keluarganya di jalan Tanjung Batu
Pekanbaru;
Bahwa Karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
Bahwa Karena saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat
bertengkar;
Bahwa Penyebabnya karena Tergugat suka berhutang kepada orang lain
dan terpaksa Penggugat yanga membayarnya;
Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat

bertengkar;
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Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar dirumah kediaman
bersama mereka;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah di damaikan oleh keluarga
Penggugat dengan Keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
Bahwa Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;;

Saksi Il. Nama Saksi II.
Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juni 2001,
saksi hadir;
Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Solok;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 4 orang
anak;
Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
Solok;
Bahwa Terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal Pahlawan Kerja
Pekanbaru;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah
lebih 2 bulan lamanya;
Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama
Bahwa Tergugat tinggal di rumah keluarganya di jalan Tanjung Batu
Pekanbaru;
Bahwa Karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
Bahwa Karena saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat
bertengkar;
Bahwa Penyebabnya karena Tergugat suka berhutang kepada orang lain
dan terpaksa Penggugat yanga membayarnya;
Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat
bertengkar;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar dirumah kediaman
bersama mereka;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah di damaikan oleh keluarga
Penggugat dengan Keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
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Bahwa Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah
disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2)
dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1),
ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama, akan tetapi tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat
adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah
tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka alat
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan
bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juni 2001,
relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P
sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 28 Juni 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: Saksi | dan Saksi Il, keduanya telah memberikan keterangan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan
Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
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saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, selama
perkawinan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis,
akan tetapi sejak tahun 2006 sudah mulai tidak harmonis lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam
rumah tangga;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang kurang lebih lima bulan lamanya;

- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi
sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi
upaya damai yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih lima bulan lamanya,
dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat
menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah
rumah tangga diadakan;
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Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan
untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan
melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu
bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan
memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena
itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, sesuai
dengan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan
bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sugra, maka Majelis
Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan
talak satu ba’in sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Pekanbaru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal
49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 7 ahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini
adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka
semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat,
akan tetapi Penggugat merupakan orang yang tidak mampu, sesuai dengan
Putusan Sela Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 05 November 2020 dan
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berdasarkan Pasal 872 Rv, maka Penggugat membayar biaya perkara dengan
biaya perkara yang dikurangi;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya

perkara dengan biaya yang dikuangi hingga saat ini dihitung sebesar
Rp66.000,00 (Enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam
sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 05 November
2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh
Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H.
dan Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota
Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri
Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. masing-masing
sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.
Hakim Ketua Majelis
ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis Hakim Anggota Majelis
ttd. ttd.
Drs. H. Sasmiruddin, M.H. Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Panitera Pengganti
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ttd.

Nurhakim, S.H.
Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 00,00
1. Biaya ATK Rp60.000,00

2. Biaya panggilan Rp 00,00
3. PNBP panggilan Rp 00,00
4, Hak Redaksi Rp 00,00

5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp66.000,00

(Enam puluh enan ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pekanbaru, 05 November 2020
Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag
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